BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan kelancaran
transaksi keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka sesuai Nota
Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor : 900/3016/2018 tanggal 11 Mei 2018 Perihal
Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem
Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran
Daerah dalam APBD Kabupaten Kendal, Peraturan Bupati
Kendal Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Transaksi Non
Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal
dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang
sehingga perlu diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 57
Tahun 2017 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam
Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah — daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pokok—pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok —
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3
Seri E No. 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 31);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.l1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27
Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun
2017 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan
dan Pengeluaran Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2017 Nomor 58) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :



Pasal 6

Jenis penerimaan dan pengeluaran daerah dalam APBD yang
dapat dikecualikan dari sistem Transaksi non Tunai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

a. pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja bantuan
transport/uang saku seminar/workshop/sosialisasi dan
sejenisnya;

b. pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja hadiah;

c. pengeluaran APBD untuk melaksanakan putusan
pengadilan;

d. pengeluaran APBD untuk keperluan penanggulangan pada

saat terjadi bencana alam;

. pengeluaran APBD untuk untuk pembelian benda pos;
pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja makan dan
minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
pengeluaran APBD untuk pembayaran pajak pusat atau
penerimaan negara bukan pajak;

. pengeluaran APBD untuk pembayaran BPJS;
pengeluaran APBD untuk pembayaran pajak provinsi;
pengeluaran APBD untuk pembayaran listrik;

. pengeluaran APBD untuk pembayaran air;

l. pengeluaran APBD untuk pembayaran telepon/faksimili/
intenet; dan/atau

m. pengeluaran APBD untuk pembayaran Belanja

Barang/Jasa kurang dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta
rupiah) setiap pengajuan.

]

D 0

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI KENDAL,
cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 32



